BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINS] ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penetapan batas
jumlah SPP-UP/GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Untuk
Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179},

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421},

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan ".ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 2 Nomor 171, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 534 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tz un 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repul ik Indonesia Tahun 200_5
Nomor 137, TambahanlLembaran Ne, ara Republik Indonesia
Nomor 45793); ‘
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);



Menetapkan

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Anggaran 2020;

37. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

: PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK

MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

7. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. )

4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya seg_ala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut. _

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya
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disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.

.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat

SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

.Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya

disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disebut
DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran,

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perm.intﬁan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumenya disiapkan oleh PPTK.

BAB I
BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada SKPK, BUD
dapat memberikan Uang Persediaan satu lfah dalam setahun,
sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan
Ganti Uang Persediaan.



Pasal 3

(1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja
pegawai non gaji dan belanja barang dan jasa.

(2) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan dengan ketentuan
setinggi-tingginya 1/12 dari pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan besaran maksimal sebagaimana terlampir
dalam Peraturan ini.

(3) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai
belanja yang sesuai ketentuan perundang-undangan harus
diajukan dengan SPP-LS,

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG
PERSEDIAAN

Pasal 4

{1) Uang Persediaan belum membebani realisasi anggaran.

(2) Uang Persediaan bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap)
pada setiap periode.

(3) Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan
pengisian kembali (revolving) sepanjang dananya masih tersedia.

(4) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

(5) Pengisian kembali Ganti Uang dapat diberikan apabila dana
Uang Persediaan /Ganti Uang telah dipergunakan sebesar 60%
(enam puluh perseratus) dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi
sedangkan Pengguna Anggaran memerlukan pendanaan segera,
maka SKPK dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan.

Pasal 6

(1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPK yang tidak dapat digunakan
melalui SPP-LS dan uang persediaan tidak mencukupi.

(2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan
dari PPKK dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

(3) Tambahan Uang Persediaan diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Digunakan paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan dan Bendahara Pengeluaran harus membuat
pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU
dimaksud;

b, Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana
yang ada pada Bendahara Pengeluaran, harus disetor ke
Rekening Kas Daerah;
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c. Apabila ketentuan pada huruf b tidak dipenuhi, maka SKPK
yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang
Persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikecualikan
untuk :

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

2} Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7
Batas maksimal jumlah Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang boleh
ditangan Bendahara sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

Pasal 8

Bendahara pengeluaran harus mengembalikan sisa Uang
Persediaan pada akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal Yo 3twui) 2020 M
14 A buwtl 1441 H

ﬁUPATI ACEH BARAT DA ﬁ

AKMAL RAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal

s Apniupity 2020 M

14 ) hwwpb 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE\ H BARAT DAYA,

MRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 1}



Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor Tahun 2020
Tanggal 2020 M
1441 H
BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN PERANGKAT KERJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020
NO SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN BESARAN MAKSIMAL
1 2 3
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 1.000.000.000,00
2 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Rp. 50.000.000,00
3 | Dinas Kesehatan Rp. 600.000.000,00
4 | Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Rp. 1.000.000.000,00
S | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 300.000.000,00
I Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
o 6 dan Lingkungan Hidup Rp. 350.000.000,00
7 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 50.000.000,00
8 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rp. 120.000.000,00
9 | Dinas Sosial

Rp.

120.000.000,00

—
o

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Rp.

250.000.000,00

[—
p—t

Dinas Pertanahan

Rp.

30.000.000,00

[
o

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rp.

120.000.000,00

[
w

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

Rp.

400.000.000,00

omary
N

Dinas Perhubungan .

Rp.

250.000.000,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Perindustrian dan Perdagangan

dan Menengah,

Rp.

150.000.000,00

1o | Qs Fenanaman Modal den Felpenen, a0 | rp.100.000.000,00
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp. 35.000.000,00
18 | Dinas Kelautan dan Perikanan Rp. 250.000.000,00
19 | Dinas Pertanian dan Pangan Rp. 245.000.000,00
20 | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten -

21 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -

22 | Sekretariat Daerah Rp. 1.800.000.000,00
23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rp. 800.000.000,00
24 | Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil Rp. 30.000.000,00
25 | Sekretariat Kecamatan Manggeng Rp. 40.000.000,00

26 | Sekretariat Kecamatan Tangan-tangan Rp. 30.000.000,00
27 | Sekretariat Kecamatan Setia Rp. 35.000.000,00




28

Sekretariat Kecamatan Blangpidie

. 30.000.000,00

29

Sekretariat Kecamatan Jeumpa

. 33.000.000,00

30

Selrretariat Kecamatan Susoh

. 35.000.000,00

31

Sekretariat Kecamatan Kuala Batee

. 35.000.000,00

32

Sekretariat Kecamatan Babahrot

. 35.000.000,00

33

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

. 300.000.000,00

34

Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)

. 75.000.000,00

35

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

. 95.000.000,00

36

Sekretariat Baitul Mal

. 76.800.000,00

37

Sekretariat KORPRI

. 30.000.000,00

38

Inspektorat

. 120.000.000,00

39

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

. 250.000.000,00

40

Badan Keuangan

. 250.000.000,00

C
Car

Y 41

Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten

42

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

. 200.000.000,00

Jumlah

. 9.789.800.000,00

BUPATI ACEH BARAT DAYA, {

AKMAL

RAHIM




